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Mengingat

TAHUN 2020-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA RANUBEDALI,

. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 79

ayat (3) undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa serta Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 27 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114
Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

. bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana dimaksud

huruf a perlu menetapkan Peraturan Desa tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
Ranubedali Tahun 2020-2026.

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di lingkungan
Provinsi Jawa Timur (Lembaran Ne Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Ne Republik Indonesia Nomor 9) Sebagaimana Telah
diu den Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965
(Lembaran Negara chu lik Indonesia Tahun 1965 Nomor
19, Tagrba]'mnso Lem Negara republik Indonesia
nomor :

. Undang-Un Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Lembaran Ne Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
sagg;nbahnn baran Negara Republik Indonesia Nomor

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republi

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lem!l):)aran
Ncga I'Qeg‘tlxl?lik Indonesia Nomor 558'8 Sebagaimana
Te Diu kedua kalml)gn dengan Undang-Undan

Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Ne Republi

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambeﬁnl;xa Lembaran
Negara republik Indonesia nomor 5679);



4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5539), se na telah diubah kedua kalinya dengan
Peraturan erintah Nomor 11 Tahun 2019 tentan
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 4
Tahun 2014 t:entax;gl Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41,
'gsaxélll:;ahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

S. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kewenan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
1:¢:nt:a|nﬁk Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 6);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun
2016 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016
Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Lumajang Tahun 2016 Nomor 83);

11.Peraturan Bupati Lumajang Nomor 35 Tahun 2016
Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah
Desa (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016
Nomor 35);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun
2017 Tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2017 Nomor 7);

13. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 42 Tahun 2017
Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa (Berita
Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2017 Nomor 42);

14. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 25 Tahun 2018
Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal
Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah
Kabupaten Lumajang Tahun 2018 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2017

Nomor 11);

15. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 59 Tahun 2018
Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 Nomor 59).



Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA RANUBEDALI

dan
KEPALA DESA RANUBEDALI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DESA RANUBEDALI TAHUN 2020-2026

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud

1.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat
setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal
usul, dan/atau hak tradisional diakui dan dihormati
daéam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan

pemerintahan dan kepentin%ran ma]s(yarakat setempat
daglam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang

mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk

menyelen akan rumah tangga desanya dan
me]aksan%:;h tugas dari Pemerintah dan Pemerintah
Daerah.

. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut

dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur
penﬁenggam Pemerintahan Desa
Ba Permusyarawaratan Desa é'a.ng selanjutnya
g?ailn&at BPD atau yang disebut dengan nama lain
Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan
ang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa
gergasa.r keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara
demokratis

. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa

meliputi kewenangan di bidan penyelenggaraan
Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa,
Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak
asal usul dan adat istiadat Desa.

. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan

pemerintahan dan kepentin masyarakat setempat
ii:ldzme::tem pemerintahan %?:gm'a esatuan chul?l?k
nesia.

. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain

adalah musyawarah antara Badan Permu
Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masya;mmﬁaﬁ

diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan D
untuk menyepakati hal yang bersifat atrali':r:gis. 3



Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
;;;;;'nbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 571 7);
. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60
Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
_ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis
Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 2091;
_ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
2092;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 2093;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 2094;



Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Desa Ranubedali v

Ditetapkan di Ranubedali
pada tanggal 2 Maret 2020

KEPALA DESA RANUBEDALI

Diundangkan di Ranubedali
Pada tanggal 3 Maret 2020
SEKRETARIS DESA RANUBEDALI

AGUNG DWI CAHYONO

LEMBARAN DESA RANUBEDALI TAHUN 2020 NOMOR 22
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